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MOTTO

“Pikirkan belakangan, yang penting jalan”

“Hidup cuma sekali jangan dibuat setres”

“Kurangi beban pikiran, perbanyak senyuman”

(Penulis x 1Q7)
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ABSTRAK

Penanganan anak yang terlibat dalam kenakalan remaja melalui pembinaan
di barak militer merupakan kebijakan yang menimbulkan perdebatan dalam
perspektif hukum perlindungan anak. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran
Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA sebagai upaya pembinaan
kedisiplinan dan pembentukan karakter anak. Penerapan pendekatan berbasis
militer terhadap anak memunculkan persoalan yuridis terkait kesesuaiannya dengan
prinsip perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak, non-
diskriminasi, serta pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi. Analisis
dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan
di barak militer, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dan
praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak di barak
militer masih menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan kedisiplinan yang
bersifat militeristik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian
dengan prinsip perlindungan anak, khususnya dalam hal pemenuhan hak dan
perkembangan psikologis anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan
evaluasi serta penguatan pengawasan terhadap kebijakan tersebut agar
pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan berorientasi
pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kenakalan Remaja, Pembinaan Militer, Keadilan
Restoratif, Yuridis Empiris
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ABSTRACT

The handling of juvenile delinquency through military-style training
programs has become a controversial policy within the framework of child
protection law. This policy is regulated under the Circular Letter of the Governor
of West Java Number 43/PK.03.04/KESRA as an effort to instill discipline and
character development in children. The application of a military-based approach to
children raises legal concerns regarding its compatibility with child protection
principles, particularly the best interests of the child, non-discrimination, and
restorative justice.

This research employs an empirical juridical method with statutory,
conceptual, and empirical approaches. Data were collected through literature study
and field research, including interviews and observations. The analysis compares
the provisions of Law Number 35 of 2014 on Child Protection with the
implementation of military-based child development policies to assess the
conformity between legal norms and practical application.

The results indicate that the implementation of child development programs
in military settings tends to adopt a disciplinary approach that is militaristic in
nature. This condition potentially contradicts child protection principles,
particularly in fulfilling children's rights and supporting their psychological
development. This study concludes that comprehensive evaluation and stronger
supervision are necessary to ensure that such policies align with child protection
principles and prioritize the best interests of the child.

Keywords: Child Protection, Juvenile Delinquency, Military Training, Restorative
Justice, Empirical Juridical



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk
menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum. Adapun judul
skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Penanganan Anak
berkonflik dengan hukum di Barak Militer Berdasarkan Surat Edaran Gubernur
Jawa Barat No. 43/PK.03.04/KESRA Jawa Barat Dihubungkan dengan Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh munculnya kebijakan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dalam menangani kenakalan remaja melalui pendekatan
pembinaan di lingkungan barak militer. Kebijakan tersebut menjadi perhatian
karena menggunakan pendekatan yang berbeda dari metode pembinaan
konvensional, yaitu dengan mengintegrasikan kedisiplinan semi-militer dalam
proses pembinaan anak. Di satu sisi, pendekatan ini dipandang sebagai solusi
alternatif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak. Namun, di sisi lain,
kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan yuridis, khususnya terkait
kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan
kebijakan tersebut serta menilai apakah penerapannya telah sejalan dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat
berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik
penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini
di masa yang akan datang.

Kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,
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S.H. : Sarjana Hukum
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DAFTAR KATA KUNCI BAHASA ILMIAH

Preventif

Represif

Edukatif

Rehabilitatif

Restoratif

Koersif

Militeristik
Komprehensif
Proporsional

Humanis

Kepentingan Terbaik bagi Anak
Non-Diskriminasi
Martabat Anak
Perlindungan Hak Anak
Kepastian Hukum

Keadilan Sosial
Supremasi Hukum

PerlindunganHukum Preventif
Hierarki Norma

Stufenbau des Recht

:Pendekatan  pencegahan terhadap terjadinya
pelanggaran atau kenakalan anak sebelum terjadi.
:Pendekatan  penindakan  setelah  terjadinya
pelanggaran hukum.

:Pendekatan pembinaan melalui proses pendidikan
dan pengajaran nilai.

:Pendekatan pemulihan kondisi fisik, mental, dan
sosial anak.

:Pendekatan  penyelesaian yang menekankan
pemulihan dan keseimbangan hubungan sosial.
:Pendekatan yang bersifat memaksa dalam proses
pembinaan atau penegakan aturan.

:Pendekatan yang mengadopsi sistem disiplin dan
komando militer.

:Pendekatan yang mencakup berbagai aspek secara
menyeluruh.

:Tindakan yang seimbang dan sesuai dengan
kebutuhan serta kondisi anak.

:Pendekatan yang mengedepankan nilai
kemanusiaan dan martabat anak.

:Prinsip utama yang mengutamakan kesejahteraan
anak dalam setiap kebijakan.

:Perlakuan yang tidak membedakan anak
berdasarkan latar belakang apa pun.

:Pengakuan terhadap nilai dan hak dasar anak
sebagai manusia.

:Upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara
menyeluruh.

:Jaminan bahwa hukum diterapkan secara jelas dan
konsisten.

: Distribusi perlakuan yang adil dalam masyarakat.
:Kedudukan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam
penyelenggaraan negara.

:Upaya perlindungan melalui pencegahan sebelum
terjadi pelanggaran.

:Susunan bertingkat norma hukum dalam sistem
peraturan perundang-undangan.

:‘Teori jenjang norma hukum yang menekankan
konsistensi antar peraturan.
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Konsistensi Vertikal Norma

Validitas Norma
Legitimasi Hukum

Sinkronisasi Hukum
Konflik Norma

Kenakalan Remaja
Delinquency)
Penyimpangan Perilaku

(Juvenile

Faktor Internal
Faktor Eksternal

Lingkungan Sosial
Pola Asuh

Stigmatisasi Sosial
Residivisme

Reintegrasi Sosial
Diversi

Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak  Berhadapan

Hukum (ABH)
Pembinaan Anak

dengan
Pemulihan Sosial

Mediasi Penal

Pendekatan Non-Penal
Implementasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan

Efektivitas Hukum

Kesenjangan Norma dan Praktik

Kapasitas Kelembagaan

:Kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah
dengan yang lebih tinggi.

:Keabsahan suatu norma dalam sistem hukum.
:Penerimaan dan keabsahan suatu kebijakan dalam
perspektif hukum.

:Keselarasan antar peraturan perundang-undangan.
:Pertentangan antara satu norma dengan norma
lainnya.

:Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak
atau remaja.

:Tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan
hukum.

:Faktor dari dalam diri anak yang memengaruhi
perilaku.

:Faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku
anak.

:Kondisi sosial yang membentuk perilaku individu.
:Cara orang tua dalam membesarkan dan mendidik
anak.

:Pelabelan negatif terhadap anak dalam masyarakat.
:Pengulangan perilaku menyimpang atau tindak
pidana.

:Proses pengembalian anak ke dalam kehidupan
masyarakat.

:Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar
peradilan formal.

:Mekanisme penanganan perkara anak dalam sistem
hukum.

:Anak yang terlibat dalam proses hukum.

:Proses pembentukan karakter dan perilaku anak.
:Upaya mengembalikan kondisi sosial anak.
:Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan
musyawarah.
:Penanganan
pidana.
:Proses pelaksanaan kebijakan dalam praktik.
:Penilaian terhadap efektivitas kebijakan.

tanpa menggunakan mekanisme

:Tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai
tujuan.
:Perbedaan antara  aturan  hukum  dan
pelaksanaannya.

:Kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi.
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Koordinasi Antar Lembaga :Kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan

kebijakan.
Pengawasan Hukum :Mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan hukum.
PerkembanganPsikologis Anak :Tahapan perkembangan mental dan emosional anak.
Kesejahteraan Anak :Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar anak.
Pembentukan Karakter :Proses pembentukan nilai dan kepribadian anak.
Kesadaran Hukum :Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum.
Adaptasi Sosial :Kemampuan anak menyesuaikan diri dalam

lingkungan sosial.
Kerentanan Anak :Kondisi anak yang mudah terpengaruh atau
terdampak risiko.
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